BAB I
PENDAHULUAN

A. 	LATAR BELAKANG
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance).
Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2010.  Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Kementerian Perhubungan selama tahun 2010, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan diawal Tahun 2010 dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Perhubungan Tahun 2010. Komitmen dimaksud merupakan fokus Kementerian Perhubungan untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran.  LAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2010 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan maupun kekurangberhasilan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2010.
LAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2010 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2010 dikaitkan dengan upaya–upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta tujuan strategisnya telah diformalkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014. Selanjutnya untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 (lima) tahun tersebut ditetapkan sejumlah Sasaran Strategis yang tertuang di dalam RKA-KL Kementerian Perhubungan.
Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian kinerja (Performance Result) Tahun Anggaran 2010 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) yang telah disesuaikan dengan DIPA T.A 2010 berikut revisinya, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Kementerian Perhubungan. Analisis atas capaian kinerja tahun 2010 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

B.	TUGAS, POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan tugas Kementerian Perhubungan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
1. Wakil Menteri
Tugas  :  	membantu Menteri Perhubungan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perhubungan

2. Sekretariat Jenderal
Tugas	:	melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Fungsi 	:
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perhubungan;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Tugas	:	merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan darat;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan darat;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan darat;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan darat;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 

4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tugas	:	merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut.
Fungsi	:
a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan laut;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.


5. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tugas	:	merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara.
Fungsi	:
a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan udara;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan udara;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan udara;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

6. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Tugas	:	merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.
Fungsi	:
a. Penyiapan rumusan kebijakan pengembangan perkeretaapian dan industri penunjang penyelenggaraan perkeretaapian;
b. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian bidang keselamatan, lalu lintas dan angkutan kereta api, prasarana dan sarana perkeretaapian;
c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria penyelenggaraan perkeretaapian;
d. Penyiapan pengujian dan sertifikasi prasarana, sarana dan sumber daya manusia bidang perkeretaapian;
e. Penyiapan pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.






7. lnspektorat Jenderal
Tugas	:	melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan
Fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
e. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

8. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Tugas	:	melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
Fungsi	:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. 






9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Tugas	:	melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan.
Fungsi	:		
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

10. Staf Ahli Menteri 
Merupakan unsur pembantu Menteri Perhubungan di bidang tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
Tugas	:	memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan dan lnspektorat Jenderal.
Staf Ahli Menteri terdiri dari :
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan;
b. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan;
c. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan;
d. Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan;
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan;






11. Pusat Data dan Informasi
Tugas	:	melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi, data, serta Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistik di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
b. Penyiapan perumusan, pengkajian dan penelahaan kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
c. Penyiapan koordinasi dan pengendalian kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
d. Penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pemantauan kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
e. Penyiapan evaluasi, pemeliharaan dan penginventarisasian kegiatan sistem informasi dan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Perhubungan;
f. Penyiapan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
g. Penyiapan pengelolaan administrasi dan penilaian angka kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
h. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan administrasi barang milik negara di lingkungan Pusat Data dan Informasi.




12. Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan 
Tugas	:	melaksanakan penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi.
Fungsi :
a. Penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
b. Penyiapan penyelenggaraan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
d. Penyiapan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi;
e. Penyiapan koordinasi terkait kajian, pemantauan dan evaluasi kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta lingkungan hidup sektor transportasi.

13. Pusat Komunikasi Publik
Tugas	:	melaksanakan penyelenggaraan komunikasi publik secara langsung dan/atau melalui media, pengelolaan opini publik dan isu strategis sektor transportasi, penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi, publikasi dan serta edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja Kementerian Perhubungan.
Fungsi :
a. Juru bicara Kementerian Perhubungan untuk penyampaian kebijakan publik, strategi dan program yang telah diputuskan Menteri atau disepakati jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memberikan penjelasan atau merespon masalah/isu publik;
b. Penyiapan perumusan kebijakan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
c. Penyiapan pembinaan kegiatan komunikasi publik Kementerian Perhubungan secara langsung dan melalui media;
d. Penyiapan pengelolaan berita, opini publik, dan isu strategis sektor transportasi;
e. Penyiapan koordinasi penyelenggaraan pemberitaan dan penyebaran informasi sektor transportasi;
f. Penyiapan koordinasi penyelenggaraan komunikasi publik antara pimpinan Kementerian Perhubungan dengan media massa;
g. Penyiapan pembinaan pelaksana komunikasi publik/kegiatan humas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
h. Penyiapan pembinaan dan pemeliharaan jejaring komunikasi publik internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
i. Penyiapan koordinasi penyelenggaraan publikasi, dokumentasi dan edukasi publik tentang kebijakan dan kinerja Kementerian Perhubungan serta pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan;
j. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Pusat Komunikasi Publik;
k. Penyiapan pembinaan penyelenggaraan komunikasi publik/kegiatan kehumasan dan pengembangan Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
l. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan Pusat Komunikasi Publik.
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C.	Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan selama tahun 2010. Capaian kinerja (performance results) 2010 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2010 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Perhubungan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang perlunya disusun LAKIP serta tugas, pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan.

BAB II RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010
Visi dan misi Kementerian Perhubungan dalam periode 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran memuat uraian dari tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (sesuai dengan periode perencanaan strategis) dan disertai dengan IKU per sasaran.
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran menjelaskan mengenai cara yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang direncanakan. Untuk memperjelas hal ini dapat digunakan Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2010
Rencana Kinerja diuraikan secara umum dengan menjelaskan program dan kegiatan tahun 2010 yang didukung oleh pengalokasian anggaran yang memadai berikut juga kegiatan prioritasnya.
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010
Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja yang direncanakan (target) dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan Tabel Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK).
Analisis pencapaian kinerja menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja unit kerja, menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan dan hambatan/ kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dalam hal ini dapat dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan tersebut.
Aspek keuangan menguraikan sumber perolehan dan penggunaan dana bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Aspek keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim.
Strategi Pemecahan Masalah menguraikan strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang ada untuk memperbaiki kinerja kedepan.

BAB V PENUTUP
Tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan, dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Kementerian Perhubungan.

LAMPIRAN
Untuk memperjelas Laporan Akuntabilitas Kinerja, dilampirkan perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan data lain yang relevan.
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